




A. LATAR BELAKANG 
Pada era orde baru keinginan pemerintah daerah untuk dapat membangun 
dan mengembangkan daerahnya sendiri sangat jauh dari kenyataan. Hal ini 
disebabkan karena setiap keputusan di daerah dtentukan oleh pemerintah pusat, 
sehingga pemerintah daerah tidak berwenang mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dam masyarakat setempat.  
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana 
pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya (UU No. 32/2004). Tujuan utama penyelenggara Otonomi 
Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public (public service) dan 
memajukan perekkonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tga misi utama 
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:  
(1) Meningkatkan kuallitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat  
(2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah  
(3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk 





Pengelolaan daerah baik ditingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten dan 
kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 
dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan 
dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004. Kedua UU ini 
mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  
Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah 
(Pemda) dikarenakan Pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola 
sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Dengan berlakunya kedua 
UU tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan 
daerahnya dengan menggali semua potensi yang dimiliki daerah untuk 
memaksimalkan PAD-nya.  
Dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan desentralisasi 
ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat. 
Wujud dari perimbangan keuangan antar pusat dan daerah diwujudkan 
melalaui dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang memang 
dialokasikan khusus kepada aderah untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi yang dibiayai atas beban APBD dimana Dana 
Perimbangan terdiri dari Dna Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Buan Pajak dari sumber daya alam. 





sumber pendanaan utama yang digunakan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintahnnya sendiri (Darwanis, dan Syukriya Abdullah, 
2013) 
Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari 
daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi 
tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan 
perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sehingga 
dibutuhkan komitmen dari Pemda untuk menggunakan PAD yang diperoleh untuk 
membangun daerahnya sehingga daerah mampu mengurangi ketergantungan 
transfer dari pusat (Ni Luh dan Wayan, 2014) 
Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi daerah dan 
desentralisasi untuk saat ini masih di dominasi untuk bantuan dan sumbangan dari 
pempus baik dalam bentuk DAU, DAK, dan Bagi Hasil. Sedangkan porsi untuk 
PAD masih relative kecil. Secara rata-rata Nasional, PAD hanya memberikan 
konstribusi 12-15% dari tital penerimaan daerah sedangkan yang kurang lebih 
70% masih menggantungkan sumbangan dan bantuan dari Pempus (Mardiasmo, 
2004:155).   
DAU bereperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (Fiscal Equilizatom) 
di Indonesia dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan 
yang bersifat darurat (Fahri Eka, 2007).  
Transfer pastinya harus dilaksanakan dalm pelaksanaan desentralisasi 
karena pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada daerah daam rangka 
menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemda 





pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada darah dalm rangka 
menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemda. 
Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif 
dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat 
yaitu untuk membangun saarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 
masyarakat, karena tujuan utama dari pemerintah memberikan DAU adalah untuk 
melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi 
kesenjangan antar daerah serta mengatasi persoalan ketimpangan fiskal. Dari 
kenyataan tersebut seharusnya Pemda mengubah komposisi belanjanya untuk 
lebih mengalokasikan pendapatannya kepada sektor publik, agar tujuan 
pemerintah dalam memberikan dana transfer juga terwujud.  
Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang diupayakan 
Pemda setempat dalam meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini 
ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi 
modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (konstribusi) publik 
terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD, sehingga 







Daftar Alokasi Transfer APBN ke Daerah Provnsi Maluku 
Tahun 2013-2015 (dalam juta rupiah) 
No Jenis Transfer 2013 2014 2015 
1 Dana Perimbangan 1,042,228.713 1,180,985.113 1,400,504.593 
A Dana Bagi Hasil (DBH) 91,146.641 91,146.641 136,107.919 
B Dana Alokasi Umum (DAU) 897,657.192 1,019,704.312 1,177,774.674 
C Dana Alokasi Khusus (DAK) 53,424.880 70,134.160 86,622.000 
 Jumlah 2,084,457.426 2,361,970.226 2,801,009.186 
Sumber: Kemendagri, Data diolah 2016 
Dana transfer adalah dana yang diberikan dari pmerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 1.1 diindikasikan bahwa secara umum 
dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya 
mengalami kenaikan namun tidak dalam jumlah besar hanya kecil saja. Namun 
pada tahun 2015 terjadi penurunan terhadap dana transfer yang ada, dikarenakan 
adanya dampak celah fiskal yang sempit yang ditimbulkan dari masing-masing 
daerah tersebut. Minarti (2011) menjelaskan bahwa meskipun tujuan dari transfer 
ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah namun Provinsi 
Maluku memiliki kemampuan PAD yang tinggi, yang artinya terus meningkat. 
Semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai sendiri belanja serta 
kebutuhannya sendiri, ini menunjukan kinerja keuangan yang positif dan diartikan 
sebagai kemandirian keuangan daerah. 
Pemerintah daerah menganggarkan Belanja Modal dalam APBD untuk 
menambah asset tetapnya yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik. 
Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah dalam 
meningkatkan sarana dan prasarana baik untuk memperlancar kerja pemerintah 





pentingnya anggaran belanja modal ini hendaknya pemerintah daerah mengubah 
komposisi belanjanya. Menurut Ulum (2005:147) pengeluaran untuk investasi 
sector public harus mendapatkan perhatian. Yang lebih besar dibandingkan 
dengan pengeluara rutin, karena pengeluaran/investasi modal memiliki efek 
jangka panjang.  
Maluku atau dikenal secara internasioanal sebagai Moluccas adalah 
provinsi yang ada di Indonesia, dengan luas 658.294,69 km, dengan jumlah 
penduduk kurang lebih 6.533.703 jiwa. Lintasan sejarah Maluku telah dimulai 
sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah seperti kerajaan Mesir yang 
dipimpin Firaun. Bukti bahwa kerajaan Maluku adalah yang tertua di Indonesia 
adalah catatan tablet tanah liat yang ditemukan di Persia, Mesopotamia, dan Mesir 
menyebutkan adanya negeri dari timur yang sangat kaya, merupakan tanah 
surga, dengan hasil alam berupa cengkeh, emas, minyak. dan mutiara. Daerah itu 
tak lain dan tak bukan adalah tanah Maluku yang memang merupakan sentra 
penghasil Pala, Fuli, Cengkeh, Minyak dan Mutiara.  
Sumber daya alam dan Potensi yang dimiliki tersebut bukan berarti 
Maluku terlepas dari penduduk miskin. Pada tahun 2010 tercatat 15% penduduk 
Maluku tergolong miskin. Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan dua prioritas 
utama Kabupaten/Kota yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kabupaten/Kota yang termasuk prioritas 
utama terdapat 4 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Tengah. Dengan ditetapkan 
prioritas ini komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 





pelayanan public untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.  Berdasarkan 
uraian latar belakang dari pemikiran diatas, maka peneliti akan mengkaji masalah 
penelitian PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA 
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL di 







B. RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut 
Seberapa Besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 
Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN  
Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah:  
Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 
Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.  
 
D. MANFAAT  PENELITIAN  
Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah:  
1. Bagi para akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama 
pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor pubik. Selanjutnya 
dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.  
2. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan penelitian ini menjadi masuk kan dalam 
mengembangkan PAD sehingga menjadi daerah otonom yang mampu 
mengembangkan daerahnya, serta konsep desentralisasi dapat terwujud dengan 
baik dan Pemerintah Daerah tidak terus bergantung pada Pemerintah Pusat. 
